LEMBARANDAERAH
KOTA BITUNG

NOMOR : 7 TAHUN 2017

WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II
Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3421);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3988);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2006
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1350,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014
tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang  bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 825);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung
Tahun 2010 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun
2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bitung Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 138);
Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor
108) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bitung
Nomor S Tahun 2017 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bitung
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun
2017 Nomor S5, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Bitung Nomor 139);

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor
109) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bitung
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
(Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
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36.

37.

38.

(Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Bitung Nomor 110) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 3
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 9 Tahun
2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran
Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 30,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor
117);

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun
2017 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Bitung Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah
Kota Bitung Tahun 2017 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

Menetapkan :

dan
WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
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. Daerah adalah Kota Bitung.

. Walikota adalah Walikota Bitung.

. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bitung.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan
Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Kota Bitung dan DPRD dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat

SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota selaku

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

A OWODN

ul

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
terdiri atas :
a. Pendapatan Daerah Rp. 958.048.152.168,00
b. Belanja Daerah Rp. 966.048.152.168,00
Surplus/(Defisit) (Rp. 8.000.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah
1. penerimaan Rp. 22.000.000.000,00
2. pengeluaran Rp. 14.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 8.000.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.
0,00
Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a, terdiri dari :
a. pendapatan asli daerah Rp. 110.000.000.000,00
b. dana perimbangan Rp. 784.169.535.000,00
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah  Rp.
63.878.617.168,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :
a. pendapatan pajak daerah Rp. 44.098.679.787,00
b. hasil retribusi daerah Rp. 47.350.000.000,00
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan Rp. 2.361.052.878,00
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp.
16.190.267.335,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :
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(4)

(1)

(2)

a. dana bagi hasil pajak/

bagi hasil bukan pajak Rp. 95.638.402.000,00
b. dana alokasi umum Rp. 476.935.367.000,00
c. dana alokasi khusus Rp. 211.595.766.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan

a. pendapatan hibah Rp. 15.412.000.000,00
b. dana bagi hasil pajak dari provinsi
dan pemerintah daerah lainnyaRp. 29.716.617.168,00
c. dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp.
18.750.000.000,00

Pasal 4

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri
dari :
a. belanja tidak langsung Rp. 370.580.561.858,00
b. belanja langsung Rp. 595.467.590.310,00
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis belanja :
belanja pegawai Rp. 348.915.386.959,00
belanja hibah Rp. 14.446.000.000,00
belanja bantuan sosial Rp. 3.000.000.000,00
. belanja bantuan keuangan kepada
provinsi/kabupaten /kota dan pemerintahan
desa Rp. 1.719.174.899,00
e. belanja tidak terduga Rp. 2.500.000.000,00
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b terdiri dari jenis belanja :
a. belanja pegawai Rp. 29.078.936.200,00
b. belanja barang dan jasa Rp. 301.315.232.920,00
c. belanja modal Rp. 265.073.421.190,00

no o

Pasal 5

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf c, terdiri dari :

a. penerimaan pembiayaan daerah Rp. 22.000.000.000,00

b. pengeluaran pembiayaan daerah Rp. 14.000.000.000,00
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA Tahun Anggaran 2017 Rp. 21.500.000.000,00

b. pencairan dana cadangan Rp. 0,00

c. hasil penjualan kekayaan daerah
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yang dipisahkan Rp. 0,00
d. penerimaan pinjaman daerah Rp. 0,00
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp.

0,00
f. penerimaan piutang daerah  Rp. 0,00
g. penerimaan kembali dari pemberian
dana bergulir Rp. 500.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pembiayaan :

a. pembentukan dana cadangan Rp. 0,00
b. penyertaan modal (investasi)

pemerintah daerah Rp. 14.000.000.000,00
c. pembayaran pokok hutang Rp. 0,00

d. pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.

0,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,
terdiri dari :

a
b

= 0

. LAMPIRANT :

. LAMPIRAN II

LAMPIRAN III

. LAMPIRAN IV

LAMPIRAN V :

LAMPIRAN VI

LAMPIRAN IX

RINGKASAN APBD;

: RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
SKPD;

: RINCIAN APBD MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI
SKPD, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN;

: REKAPITULASI BELANJA MENURUT
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI  SKPD, PROGRAM  DAN
KEGIATAN;

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK
KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI
DALAM KERANGKA PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA;

: DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER
GOLONGAN DAN PER JABATAN;

LAMPIRAN VII : DAFTAR PIUTANG DAERAH;
. LAMPIRAN VIII: DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)

DAERAH,;
: DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN
PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH;
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j- LAMPIRAN X: DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN
PENGURANGAN ASET LAINNYA;

k. LAMPIRAN XI : DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN
ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM
DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI
DALAM TAHUN ANGGARAN INI;

LAMPIRAN XII : DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH; DAN

m. LAMPIRAN XIIT: DAFTAR PINUDAMAN DAERAH DAN OBLIGASI

DAERAH.

[S—

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2018 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1) Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan
pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak yang
belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam
APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD.

(2) Kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan
mendesak lainnya, pelaksanaannya diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Walikota.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 22 Desember 2017

Plh. WALIKOTA BITUNG,
TTD

AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN
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Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,
TTD
AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN
LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2017 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG PROVINSI
SULAWESI UTARA (12/2017)
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